KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 821 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH NURUL QUR AN PAKUNDEN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO
PROVING] JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang cn. bnbwa dalam mngka meningkatkan akses  pendidikan
madmsah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masynmkal melalui organisasi  berbadan hukum  untuk
menyelenggarakan madmsah  sesuni dengan  standar
nasional pendidikan;

bh. hahwa madmsah sebagnimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telnh memenuhi persyarnian administratil,
teknis dan kelavakon vang telah ditetapkan bendasarkan
Noln Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidiknn
Madmsah Nomor : 59/Kw.13.2.5/PP.00/04 /2019 tanggal
29 April 2019 dan Rekomendasi dard Kepala Kantor
Kemenierian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor B-
204 /Kk.13.02/2/PP.03.1/02/2019 tanggal 12 Februari
2019;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimaksud
dalam hurul a dan hurul b, perlu menctapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang lzin Operasional Pendirian Madrasah Alivah
Nurul Qur'An Pakunden Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4301);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomeor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4496) Schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Pemturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 ientang Siandar Nasional Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indonesin Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
=4 10);



11.

. 9.

Peratumn Pemerinitali Nomor 47 Tahun 2008 ieniang Wajib
Belajar  Pendidikan  Dasar  [Lembaran Nepara Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembamn
Negarn Republik Indonesin Nomor 4863);

PFermtumn  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tenlang
Pendannan  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Megnm Republik Indonesin Nomor 4864);

Permlumn Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2008 Nemor
1, Tambahan Lembarmn Negam Republik Indonesin Nomaor
4941), sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemeriniah Nomor 74 Tahun 2008;

Permturan Pemerininh Nomor 17 Tahun 2010 teniang
Pengelolaan dan  Penyclenggaraan  Pendidikan  [Lembaran
Megnrsm Hepublik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 23,
Tombahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
5150) schagnimana ielah diubah dengan  Pernlumn
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolann don  Penyelenggarnan Pendidikan (Lembamn
Negara  Republik  Indonesin Tahun 2010 Nomor 112,
';"?E:llﬂhnn Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
Uk

Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sckolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menleri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompeiensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Apama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 teniang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah dengan
Pernturan Menteri Pendidikan don Kebudayann Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tenlang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [slam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Apama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Pernturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tenlang
Pengawas Madrasah dan Pengawns Pendidiknn Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 684);
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L2 Pernturan Menteri Agnmn Nomor 90 Talun 2003 tentang
Penvelenggarnn Pendidikan Madsal, selipimann telnh
dinkahi dengan Peraturnn Menterd Agnmn Bomar 66 Tahun
000 tweotang Perulmhan Kedun Atas  Pernturan Menterd

Agamn Bomor 90 Tahun 2003 ientang Penvelenggarnn
Penaluliknn Modmsal

MEMUTUSKAN :

Menciapkan s KEPUTUSAN  KEPALA - KANTOR  WILAYAIL  KEMENTERIAN
AIAMA TENTANG PEMIERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAIL NURUL QURAN PAKUNDEN PFONOROGO
KABUPATEN PONOROGO PROVINSIJAWA TIMUR,
KESATU : Memberiknn izin opemsionnl pendivion madmsah selsgnimang
tercantum  dalam  Lampiran  dan  merupakan baginn  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hagi Madrasah Alivah setelah jongkn wakiu 4 tahun, Kepaln
Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menynmpaikan laporan  perkembangan  madrsah kepadn

Kepala Knntor Kemenlerinn Agamn yang memunt  paling

sedikit perkembangnn jumlah peseria didik, pelaksannon

kurikulum, pelaksanaan  pemenuhan siandar  samna

prasamnn, dan pelaksanann pemenuhan standar  pendidik
dan tenagn kepemdisliknn; don/otau

b. Mengajukan pendaflarmn visitnsi nkreditasi sekolah/madrmsah

kepada DAP-S5/M  sesuai ketenfuan  pernlurnn  perundong-
undangan.

KETIGA t Dalam hal perkembangan medmsah  sebagaimana  dimaksud
dalam Diktum Kedun horuf a dinilai memenuhi  standar
pelayanan minimal penyelenggarnan pendidikan dan/atnu hasil
akreditnsi  sebagaimana dimaksud Dikium  Eedun horaf b
mendapat  peringkat  minimal C, maka iin opemsional
schagaimana dimaksud dalam Dikium Kesalu letap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah schagnimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilni memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggnraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi schagaimana dimaksud Diktum Kedua hurufl b tidak
mendapat  peringkal  minimal C, maka izin operasional
schapaimana dimaksud dalam Dikium Kesatu dieabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Mei 2019

ZIPALA KANTOR WILAYAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 821 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
NURUL QUR'AN PAKUNDEN
PONOROGO KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

MADRASAH ALIYAH NURUL QUR'AN
PAKUNDEN PONOROGO KABUPATEN

PONOROGO

2 | Nomor Statistik Madrasah 131235020063

3 | Alamat Madrasah JL. A. YANIGG.II NO. 8BBRT 1 RW 2
DESA/KELURAHAN PAKUNDEN
KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

9 Nama Organisasi Penyclenggara YAYASAN TAHFIDZUL QURAN

5 | Akte Notaris Organisasi NO. 206, ANISAH SRI WAHYUNI, SH

Penyelenggara
6 Pengesahan Akte Notaris AHU-0027433.AH.01.04. TAHUN 2015 /

Organisasi Penyelenggara

30 NOVEMBER 2015
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(EPALA KANTOR WILAYAH
TERIAN AGAMA




KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! JAWA TIMUR

PLAGAM PENDIRIAN/OPE RASIONAL MADRASAH
Nomor | MAS | 02.0081 / 2018

Dubeer san bepaca

Ma il baor as ar MADRASAH ALIYAH MURUL QUR AN
Aamar JL A YANIGG WND BBRT 1 RW 2
oy W i PAKLINMDE M

MBCATALEn PONOROGO

Kabupateniots HABUPATEN PONOROGO

Prowirm JAWA TIMUIR

Paryaian o B MAIrasan YAYASAN TAHFIDZUL QUR AN

Bkie Mobsns Penyslendaas MO 206 AMISAH SRI WAHYUMI SH

Pangesaten Alte Motans AHU-OO2TAXIAH 01 0d. TAHUN 2015 / 30 MOVEMBER
2013

Dengan Homor Stalistk Madrasah | NSk
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